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ABSTRAK

Dalam realitas sosial yang ada di masyarakat Indonesia, sistem hukum adat, sistem
hukum positif maupun sistem hukum Islam masih digunakan secara luas. Ketiganya
sering mengalami persinggungan dalam suatu hal, misalnya dalam pembagian harta
warisan. Hal ini juga terjadi di kawasan Jeron Beteng, meskipun kawasan ini
mayoritas penduduknya beragama Islam namun Masyarakat Jeron Beteng membagi
harta warisannya dengan dua sistem hukum, yakni hukum waris Islam dan hukum
waris adat. Penelitian ini akan mengkaji terkait praktik, alasan dan faktor penyebab
kecenderungan pada pemilihan salah satu sistem hukum yang akan digunakan
dalam pembagian warisan oleh masyarakat Jeron Beteng.

Penelitian ini menggunakan teori validitas dan kultur hukum untuk melihat
bagaimana praktik dan alasan pemilihan sistem kewarisan tertentu pada masyarakat
muslim Jeron Beteng. Selain itu, untuk mengetahui faktor pembentuk
kecenderungan pada pemilihan sistem hukum tertentu dalam pembagian warisan
pada masyarakat muslim Jeron Beteng penyusun menggunakan teori cultural
Determinism. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan antropologi hukum.
Penelitian ini menggunakan Sumber data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi. Data
yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deduktif lalu disajikan
dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa masyarakat
Jeron Beteng membagi warisan dengan hukum waris adat ataupun hukum waris
Islam. Hukum waris positif tidak dipraktikkan secara signifikan di masyarakat.
Adapun alasan memilih salah satu sistem hukum tertentu dalam pembagian
warisan, yakni: tingkat keberagamaan atau pemahaman ilmu agama, keterbatasan
informasi terkait dengan pilihan sistem hukum waris, tingkat kesejahteraan,
penerapan adat-istiadat dalam kehidupan, dan hubungan dengan kerabat. Dari
penelitian terhadap faktor kecenderungan didapati bahwa masyarakat yang
memiliki pengetahuan hukum Islam yang baik dan mendalam cenderung
menggunakan hukum waris Islam. Masyarakat yang memiliki keterbatasan
informasi mengenai hukum waris ataupun terbiasa menerapkan aturan adat dan
aktif dalam kegiatan pelestarian budaya cenderung menggunakan hukum adat.

Kata Kunci: Pluralitas Hukum, Hukum Waris, Jeron Beteng



ABSTRACT

In the social reality that exists in Indonesian society, the customary law system, the
positive legal system and the Islamic legal system are still widely used. The three
of them often come into conflict in certain matters, for example in the division of
inheritance. This also happens in the Jeron Beteng area, even though the majority
of the population in this area is Muslim, the Jeron Beteng people divide their
inheritance using two legal systems, namely Islamic inheritance law and customary
inheritance law. This research will examine the practices, reasons and factors that
cause the tendency to choose one of the legal systems that will be used in
distributing inheritance by the Jeron Beteng community.

This research uses validity theory and legal culture to see the practices and reasons
for choosing a particular inheritance system in the Jeron Beteng Muslim
community. Apart from that, to find out the factors that form the tendency to choose
a particular legal system in the distribution of inheritance in the Muslim community,
Jeron Beteng, the authors used the theory of cultural determinism. This type of
research is field research which is descriptive analytical in nature with a legal
anthropology approach. This research uses primary and secondary data sources.
Data collection techniques in this research were interviews and documentation. The
data that has been obtained is then analyzed using a deductive method and then
presented using a qualitative method.

Based on the results of research that has been carried out, it is concluded that the
Jeron Beteng community divides inheritance using customary inheritance law or
Islamic inheritance law. Positive inheritance law is not significantly practiced in
society. The reasons for choosing one particular legal system in dividing inheritance
are: level of religious diversity or understanding of religious knowledge, limited
information related to the choice of inheritance law system, level of welfare,
application of customs in life, and relationships with relatives. From research on
predisposition factors, it was found that people who have good and in-depth
knowledge of Islamic law tend to use Islamic inheritance law. Communities who
have limited information regarding inheritance law or are used to applying
customary rules and are active in cultural preservation activities tend to use
customary law.

Keywords: Legal Plurality, Inheritance Law, Jeron Beteng
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang majemuk. Kemajemukan Indonesia ini dapat terlihat dari
jumlah penduduknya yang mencapai 269,58 Juta jiwa! dan terbagi kedalam 633 suku.
Masing-masing dari suku ini tentunya memiliki sistem kepercayaan, sistem ekonomi,
sistem pengetahuan dan adat-kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang
kemudian melahirkan pluralisme hukum.

Pluralisme hukum bukanlah sesuatu yang harus dinafikan atau bahkan dipaksakan
menjadi satu dalam suatu “wadah” hukum yang dikenal dengan sentralisme hukum.
Sentralisme hukum merupakan gagasan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum.?
Oleh karena itu, masyarakat diharuskan untuk patuh pada satu nilai norma yang ditentukan
oleh negara. Hal yang demikian ini seakan menjadikan manusia sebagai objek hukum.
Bahwa negara mendikte masyarakat berikut dengan dinamika sosial yang ada untuk hanya
patuh pada suatu norma yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pluralisme hukum menawarkan pengelolaan keragaman sistem nilai.
Artinya segala perbedaan yang ada diberikan ruang untuk kemudian menentukan norma
hukum yang sesuai dengan identitas kebudayaanya Hal yang demikian ini memposisikan

manusia sebagai subjek hukum seutuhnya.®

! Badan Pusat Statistik (BPS), Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus
Penduduk 2020, him. 33.

2 Jay R. Berkovitz, Overlapping Jurisdictions: Between Legal Centralism and Legal
Pluralism, (Leiden: Koninklijke Brill Protocols of Justice, 2014), HIm. 106.

3 Dedy Sumardi, “Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen”, Asy-
Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol. 50, No. 2, (2016), him. 482.



Dalam realitas sosial yang ada di masyarakat Indonesia, sistem hukum adat,
sistem hukum positif maupun sistem hukum Islam masih digunakan secara luas.
Tidak jarang ketiganya mengalami persinggungan dalam suatu hal, misalnya dalam
pembagian harta warisan.* Persinggungan antara tiga sistem hukum tersebut juga
terjadi di kawasan Jeron Beteng. Selain menjadi pusat pengembangan kebudayaan
di Yogyakarta, Kawasan Jeron Beteng juga sangat plural. Dalam hal keberagamaan
misalnya, penduduk Kawasan Jeron Beteng memeluk agama yang beragam, yakni:
Islam, Katolik, Protestan, Hindu, bahkan Aliran Kepercayaan.® Meskipun
kebanyakan penduduknya beragama Islam, namun dalam pembagian warisannya
masyarakat muslim Jeron Beteng memilih salah satu sistem hukum dari hukum
waris adat, hukum waris Islam, maupun hukum waris positif.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut
terkait praktik pembagian warisan berikut dengan alasan dan faktor yang
memengaruhi kecenderungan para ahli waris dalam menentukan sistem hukum
waris tertentu yang dianggap memenuhi rasa keadilan para ahli waris tersebut.
Selain itu, penulis ingin mengkaji hubungan antara latar belakang sosial,
pendidikan, pekerjaan dan keagamaan dalam pembagian warisan pada masyarakat
tersebut. Hasil dari penelitian ini akan menggambarkan proses pembagian warisan

masyarakat Jeron Beteng pada masa sekarang ini.

* 1bid, him. 4.

® Badan Pusat Statistik (BPS) Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus
Penduduk 2020, him. 20.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa persoalan yang
akan dijawab dalam penelitian penulis. sehingga rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron
Beteng?

2. Apa alasan pemilihan sistem hukum tertentu dalam pembagian waris pada
masyarakat muslim Jeron Beteng?

3. Apa faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan sistem hukum

tertentu dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan demikian, studi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1)
menjelaskan praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng, (2)
Mengetahui alasan pemilihan hukum waris tertentu dalam pembagian warisan
masyarakat muslim Jeron Beteng. (3) Mengetahui faktor yang memengaruhi
kecenderungan pada pemilihan sistem hukum tertentu dalam pembagian warisan
pada masyarakat muslim Jeron Beteng. Adapun kegunaan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui secara lebih
mendalam mengenai keberadaan salah satu kelompok masyarakat dari
kehidupan masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan sosial,

budaya, ekonomi, dan keagamaan mereka.



2. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam menggerakan dan mengembangkan roda

pembangunan dan keberagamaan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai praktik pembagian warisan ini pernah dilaksanakan
oleh beberapa peneliti terdahulu. Antara lain, skripsi yang ditulis oleh Rumawi
dengan judul “Konvergensi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Suatu Studi
Atas Pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan Hamengku Buwono 1X Kesultanan
Yogyakarta”. Skripsi tersebut membahas tentang pembagian warisan swargi Sultan
HB IX yang dalam pelaksanaan pembagian warisannya menggunakan hukum waris
Islam dan hukum waris adat.® Perbedaan penelitian Rumawi dengan penelitian ini
adalah penelitian ini mengkaji praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim
Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan
pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.

Disertasi yang disusun oleh Siti Muna Hayati dengan judul “Pluralitas
Hukum dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar”. Disertasi tersebut
membahas tentang pembagian warisan pada suku Banjar yang menggunakan
hukum adat perpantangan dan baislah keduanya memiliki kesesuaian dengan
konsep syirkah dan hukum kewarisan Islam. Penyusun juga meneliti

kecenderungan masyarakat suku Banjar dalam memilih sistem hukum pada

® Rumawi, “Konvergensi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Suatu Studi Atas
Pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan Hamengku Buwono IX Kesultanan Yogyakarta,” Skripsi
UIN Sunan Kalijaga (2005).



pembagian warisan tersebut.” Perbedaan penelitian Siti Muna Hayati dengan
penelitian ini terletak pada lokasi dilaksanakannya penelitian yakni Jeron Beteng.
Selain itu, peneliti meneliti praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim
Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan
pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.

Lalu, artikel yang ditulis oleh Iftitah Kurnia dan Maisya Yuri Santosa yang
berjudul “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan
Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia”. Artikel tersebut
membahas tentang pengaruh sistem kekerabatan masyarakat adat terhadap corak
hukum waris adat di Indonesia dan faktor yang berpengaruh terhadap
perkembangan corak hukum waris adat tersebut.® penelitian ini mengkaji tentang
praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan
alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris
tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.

Artikel yang disusun oleh Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira, Natalia
Karelina, Noer A. Januariska, Purri Trirani, Zeira Nabilla, dengan judul
“Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal” tulisan ini

membahas mengenai pergeseran corak/norma hukum waris adat patrilineal akibat

7 Siti Muna Hayati, “Pluralitas Hukum Dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar,”
Disertasi Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

8 Iftitah Kurnia dan Maisya Yuri Santosa, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia:
Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia,”
Jurnal lImu Hukum Vol.1 No.2 (2024)



perubahan-perubahan sosial yang terjadi.® Perbedaaan dengan penelitian terletak
pada jenis penelitiannya, penelitian ini berjenis penelitian lapangan yang dilakukan
di Jeron Beteng Kemantren Kraton. Yang meneliti tentang praktik pembagian
warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor
yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang akan
digunakan untuk membagikan warisan.

Artikel yang ditulis oleh Otom Mustomi dengan judul “Perubahan Tatanan
Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten (The Change
of Legal Culture Order on Indigenous People of Baduy Tribe in The Banten
Province). Tulisan ini menganalisis mengenai budaya hukum adat di Indonesia,
serta menganalisis penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan
kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi
Banten.'® Perbedaan dengan penelitian terdapat pada teori dan tujuan penelitian
yang akan dicapai. Penelitian ini menggunakan teori validitas dan kultur hukum
serta cultural determinism. Bertujuan untuk menjelaskan praktik pembagian
warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor
yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang akan

digunakan untuk membagikan warisan.

9 Sonny D. Judiasih, dkk, “Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat
Patrilineal,” Rechtidee, Vol. 16, No. 1 (2021)

10 Otom Mustomi, “Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy
Provinsi Banten (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People of Baduy Tribe in The
Banten Province),” Jurnal Penelitian Hukum: De Jure, Vol. 17 No. 3 (2017).



Tesis yang ditulis oleh Nurhasanah Walijah dengan judul “Budaya Hukum
Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru
Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam”. Tulisan ini
mengulas tentang budaya hukum pembagian waris adat masyarakat Sasak
perspektif antropologi hukum Islam di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru
Kabupaten Lombok Timur.!* Penelitian penulis ini menjelaskan mengenai praktik
pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan
dan faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang
akan digunakan untuk membagikan warisan.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, belum ada penelitian tentang pluralitas
hukum dalam pembagian harta warisan masyarakat muslim Jeron Beteng yang
secara persis mengkaji praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron
Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan
pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.
Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukan duplikasi dan

bukan pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang
akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang

akan diteliti. Untuk menganalisis pokok permasalahan yang telah ditetapkan,

11 Nurhasanah Walijah, “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di
Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum
Islam” Tesis Universitas Islam Indonesia, (2023).



penulis menggunakan dua teori. Teori yang pertama, yakni: validitas dan kultur
hukum, untuk melihat kecenderungan pemilihan hukum dalam praktik pembagian
warisan pada Masyarakat Jeron Beteng. Adapun teori kedua adalah teori cultural
Determinism yang digunakan untuk melihat faktor yang memengaruhi
kecenderungan hukum tersebut.
1. Validitas Hukum dan Kultur Hukum

Teori validitas atau legitimasi dari hukum (legal validity) adalah teori yang
yang menentukan keabsahan atau valid (berlakunya) suatu kaidah hukum di
masyarakat.'? Hans Kelsen Berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah valid
sejak diundangkannya secara benar, namun validitas tersebut dapat hilang apabila
secara terus-menerus tidak diterima oleh masyarakat.'® Lebih lanjut, John Austin,
Hans Kelsen, dan HLA Hart berpendapat bahwa aturan hukum yang tidak sesuai
dengan moral dasar besar kemungkinan untuk tidak diterima oleh masyarakat.'*

Penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum menjadi penentu validitas
hukum. Diterima atau ditolaknya suatu aturan hukum erat kaitannya dengan kultur
hukum yang berkembang pada masyarakat tersebut. Kultur hukum sebagaimana
dijelaskan oleh Lawrance M. Friedman merupakan salah satu dari 3 komponen
yang terdapat dalam sistem hukum, yakni: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum,

dan (3) kultur/budaya hukum. Kultur hukum sendiri berfungsi sebagai jembatan

2 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Kencana: Jakarta,
2013), him. 111.

13 1bid.

1% 1bid.



yang menghubungkan antara peraturan hukum (substansi) dan institusi hukum
(struktur) dengan perilaku masyarakat (kultur hukum).®

Secara singkat, kultur hukum merupakan elemen sikap dan kultur sosial.®
Nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh masyarakat inilah yang kemudian
memengaruhi kecenderungan terhadap pemilihan hukum tertentu. Hal tersebut
menjadi penentu masyarakat untuk memutuskan saat, alasan, dan lokasi mereka
dalam memakai sebuah proses hukum, institusi hukum, maupun tidak memilih yang
mana pun.t’

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori validitas hukum sebagai
standar penentuan kecenderungan sebuah hukum yang dipilih oleh masyarakat,
yaitu dengan melihat penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Adapun
teori kultur hukum digunakan untuk menemukan alasan pemilihan hukum dalam
pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng.

2. Cultural Determinism

Cultural Determinism sebagaimana dinyatakan oleh Bronislaw Malinowski
adalah bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya
oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. dengan kata lain unsur-unsur

kemasyarakatanlah yang mendorong para anggota masyarakat untuk menyesuaikan

15 Ufran, U., “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Perspektif
Hukum, Vol. 19 No.2 November (2019), him. 206.

16 | awrance M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective, (New York,
Russel Sage Foundation, 1975) him. 17.

7 1bid., him. 18.
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diri  dalam sikap, cara berfikir dan perilaku dengan lingkungan
kemasyarakatannya.'® Terkait dengan pengertian kebudayaan sendiri juga
disampaikan oleh Bronislaw Malinowski bahwa kebudayaan adalah “the integral
whole consisting of implements and consumers goods, of constitutional charters for
the various social groupings, of human ideas and crafts, beliefs and customs.”*°
Terlepas dari apakah kebudayaan tersebut berasal dari kebudayaan yang sederhana-
tradisional maupun sudah kompleks dan berkembang.

Berkenaan dengan hal ini, E.B. Tylor kemudian juga menjelaskan bahwa
kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian,
moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-
kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan
terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif.
Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan
bertindak.?

Dalam bukunya yang lain Malinowski kemudian menyebutkan bahwa
seluruh aspek dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh kebudayaannya. Bahkan
kebutuhan dasar manusia seperti berhubungan seksual tidak sepenuhnya terlepas
dari budaya yang ada. Bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi dengan perjodohan

sederhana atau sekedar melakukannya tanpa hubungan apapun melainkan, melalui

18 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, cetakan pertama
(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964) him. 113.

19 Bronislaw Malinowski, A Scientific Theory of Culture and Other Essays, (North
Caroline: The University of North Caroline Press, 1979) him. 36.

20 Gunsu Nurmansyah, Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi,
(Lampung: Aura Publisher, 2013) him. 73.
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institusi kultural yang sangat diagungkan, yakni perkawinan. Pertalian keluarga dan
daya tarik seksual ditentukan oleh rangsangan fisiologis yang berkombinasi dengan
kondisi budaya, di mana keinginan untuk mencari pendamping ditentukan oleh
kebutuhan akan kerja sama ekonomi, kedudukan sosial dan kompatibilitas spiritual.
Inilah yang kemudian disebut sebagai cultural determinism, yakni semua hal yang
ada dalam sebuah masyarakat muncul berdasarkan kebudayaan yang mereka miliki
sendiri.?

Sehingga tidak mengherankan apabila Richard T. La Piere menyatakan
bahwa bukanlah hukum yang menjadi penggerak sebuah perubahan, melainkan hal
lain, misalnya pertambahan anggota masyarakat, pergeseran nilai dan falsafah
kehidupan, juga kemajuan teknologi. Oleh karena itu, apabila muncul perubahan
dalam masyarakat, bukanlah hukum faktor penyebabnya. Hukum hanya menjadi
akibat dan penyelesai persoalan-persoalan yang timbul akibat dari perubahan
tersebut.’? Maka, dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum yang besar
bergantung pada perubahan sosial.?®

Berangkat dari uraian di atas, maka menjadi penting untuk mempelajari
unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan manusia. Sebagaimana
Kluckhon dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi

kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan

21 Siti Muna Hayati, “Pluralitas Hukum Dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar,”
Disertasi Doctor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021) him. 20.

22 |bid.

2 Lawrance M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective, (New York:
Russel Sage Foundation, 1975) him. 353.
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yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang
kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhon membagi sistem kebudayaan
menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal.
Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur
kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua
bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh Unsur Kebudayaan
tersebut adalah: (1) Sistem Bahasa, (2) Sistem Pengetahuan, (3) Sistem kekerabatan
dan Organisasi sosial (4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi, (5) Sistem

ekonomi/ Mata Pencaharian Hidup, (6) Sistem Religi, dan (7) Kesenian.?*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting agar
penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan
adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
disajikan dengan cara kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang prosedur penemuannya tidak
menggunakan metode statistik atau kuantitatif.?® Adapun metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

24 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, cetakan pertama
(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), him. 117.

% Salim dan Syahrun, Metodologi Penelitian, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), him.
77.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan memberikan
pemaparan guna memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang
dijadikan objek penelitian. Penulis menguraikan dan mengklasifikasikan
data-data yang terkumpul sesuai dengan tema penelitian.?® Kemudian
menganalisis data-data yang telah disajikan menggunakan pendekatan yang
sesuai.
3. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk
menganalisa pembagian warisan pada masyarakat Jeron Beteng. Dalam
pendekatan ini kajian antropologi hukum lebih dikedepankan. Antropologi
Hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami
bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi
melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. 2
4. Sumber Data
a. Sumber data primer
Menurut Bungin, data primer adalah data penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara.?®

Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini berupa data-data

% Eko Muridyanto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan
Pengabdian Pada Masyarakat UPN” Veteran” Yogyakarta Press, 2020), him. 19

27 Gerald Elisha Munthe, Antropologi & Sosiologi Hukum, (Purbalingga, Eureka Media
Aksara, 2024), him. 1.

2 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), him.
70.
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yang didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada para
narasumber yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat
berkonsultasi perihal pembagian warisan. Selain itu, para responden
selaku yang melakukan pembagian warisan juga merupakan data
primer penulis dalam penelitian ini.
b. Sumber data sekunder
Adapun data sekunder menurut Amirin adalah data penelitian
yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau
diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.?°® Sumber data sekunder dalam
penelitian ini berfungsi sebagai penunjang dari data primer dan akan
diperoleh dari buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan
tema penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih
yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak
berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interviewer
dengan tujuan tertentu.*® Adapun dalam penelitian ini wawancara akan
dilakukan terhadap para narasumber yang dijadikan oleh masyarakat

sebagai tempat berkonsultasi perihal pembagian warisan. Demikian

29 1bid. him. 70.

30 Fadhallah, Wawancara, (Jakarta: UNJ Press, 2021), him. 2.
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juga dengan para responden selaku yang melakukan pembagian warisan
sehingga data atau informasi yang didapat menjadi lengkap.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau
dokumen yang ada pada subjek/responden atau di tempat, dimana
subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-
harinya.®! Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai data
pendukung, yakni dengan berbagai literatur yang memiliki topik
bahasan yang sesuai dengan penelitian penulis.
6. Teknis Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni
dengan metode deduktif yaitu dengan terlebih dahulu memberikan
gambaran terhadap hasil penelitian. Kemudian kerangka berpikir yang
digunakan ialah logika deduktif yaitu data-data yang telah terkumpul yang
masih bersifat umum kemudikan diaplikasikan kepada hal-hal yang bersifat
khusus.
Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdapat beberapa
tahapan di antaranya.*

a. Pengumpulan Data

31 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam
Perspektif Kualitatif, (Yogyakarta: Depublish, 2020), him. 59.

%2 Eko Muridyanto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan
Pengabdian Pada Masyarakat UPN” Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 75.
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Pengumulan data adalah proses mengumpulkan dan evaluasi
informasi atau fakta dari sumber yang dituju untuk menemukan
jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini,
analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung
melalui wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti akan
melakukan analisis sementara terhadap terhadap jawaban dari
responden. Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data yang
berasal dari sumber hukum otoritatif.

Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, dan pentransformasian data
kasar dari lapangan untuk menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi
sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam penelitian ini penulis akan
mencermati dan memilah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan
data.

Penyajian Data

Merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tesusun
yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan
membaca dan menarik kesimpulan. Proses penyajian data dalam
penelitian ini akan diaplikasikan dalam bentuk narasi sehingga data

mudah dibaca.
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d. Interpretasi
Merupakan metode penafsiran data untuk memperoleh hasil
dari sebuah penelitian. Tahapan ini juga biasa disebut sebagai tahap
penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini tahap interpretasi akan
dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis data

berdasarkan poin rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab yang disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yakni berisikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa
penelitian ini signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian
pluralitas hukum dalam pembagian warisan masyarakat maupun penelitian lain
dengan topik serupa. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis
untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti, metode penelitian, serta
sistematika pembahasan. Sehingga bab ini berisi penjelasan atau garis besar
mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua, peneliti membahas tentang gambaran umum mengenai
pluralitas sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia berikut dengan aturan yang
ada di dalamnya.

Bab ketiga, memaparkan fakta temuan yang ada di lapangan, dimulai dari
sejarah berdirinya kesultanan ngayogyakarta hadiningrat hingga data demografi

dan keadaan sosial-masyarakat kemantren kraton. Kemudian disampaikan juga



18

mengenai praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Jeron Beteng.
Kemudian diuraikan mengenai proses pembagian, alasan pemilihan, dan sistem
kewarisan serta unsur-unsur yang ada dalam pembagian warisan masyarakat
muslim Jeron Beteng. Dipaparkan juga tentang kasus pembagian warisan yang
dihubungkan dengan wujud kebudayaan sebagai bukti adanya hubungan unsur
penyebab kecenderungan pemilihan hukum waris dengan pembagian warisan yang
terjadi. Pembahasan dalam bab ini ditutup dengan mengkaji hubungan yang terjadi
antara hukum islam dan hukum adat.

Bab keempat penelitian ini berisikan analisis teori cultural determinism dan
teori validitas untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih sistem
hukum tertentu dalam pembagian warisan dan faktor yang membentuk
kecenderungan itu sendiri.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan disertai uraian

saran dari penulis. Hal ini ditujukan bagi penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, terdapat tiga poin yang dapat disimpulkan
mengenai praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng:
1. Masyarakat muslim Jeron Beteng Kemantren Kraton membagi warisan
dengan hukum waris Islam (fikih Mawaris), maupun hukum waris adat.
2. Alasan memilih salah satu sistem hukum dalam pembagian warisan, di
antaranya yakni: tingkat keberagamaan atau pemahaman ilmu agama,
keterbatasan informasi tentang pilihan sistem hukum waris, penerapan
adat-istiadat dalam kehidupan, dan hubungan dengan kerabat.
3. Adapun faktor yang memengaruhi kecenderungan dalam memilih salah
satu sistem hukum waris, yakni: (1) Kesenian, (2) Sistem pengetahuan,

dan (3) Sistem kepercayaan.

B. Saran

Penulis menyarankan bagi penelitian dengan topik serupa untuk
menggunakan kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif sehingga
didapatkan data yang lebih merepresentasikan fakta di lapangan. Selain itu,
penulis juga menyarankan agar melibatkan lebih banyak narasumber atau
responden dalam penelitian serupa sehingga didapatkan data yang lebih

komprehensif.
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